[image: image1.png]BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA SUB
PROYEK, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PROGRAM PRAKARSA PEMBAHARUAN TATA

PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD) BIDANG SUB PENGAIRAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

o

B
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KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan
Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
di Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk lembaga satuan kerja perangkat
daerah pelaksana sub proyek, kuasa pengguna anggaran, pejabat
pelaksana teknis kegiatan selaku pejabat pembuat komitmen, pejabat
penerbit SPM dan bendahara pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan
Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Sub Proyek,
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara
Pengeluaran Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan
Daerah (P2TPD) Bidang Sub Pengairan di Kabupaten Bantul;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;




[image: image2.png]7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007,

Memperhatikan: Surat Ketua Tim Pelaksana P2TPD/ILGRP Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Nomor 421/ILGR/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, perihal Lanjutan
Hasil Verifikasi Usutan Sub Proyek Program P2TPD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU . Menunjuk Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Sub
Proyek, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara
Pengeluaran Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Dagrah
(P2TPD) Bidang Sub Pengairan di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan
personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pajabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA .  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Padatanggal - & ik

BUPATY ANT%

. IDHAM SAMAWI

Salinar <eputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
Menteri Dalam Negeri R di Jakarta;
Dirextur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dafam Negeri di Jakarta;
Dirextur Urusan Pemerintahan Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana P2TPD/ILGRP
di Jakarta;
= Gupbernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
I, Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
~. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Bantul;
Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul;
11, Yang bersangkutan.
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Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya
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TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA SUB PROYEK, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PROGRAM PRAKARSA PEMBAHARUAN
TATA PEMERINTAHAN DAERAH
(P2TPD) BIDANG SUB PENGAIRAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.| Pengelola P2TPD | Jabatan dalam Dinas Keterangan
1. |Lembaga  Satuan ' Dinas Sumber Daya Air Kab. |
} Kerja Perangkat ; Bantul |
Daerah  Pelaksana | i
Sub Proyek i
2. |Kuasa  Pengguna | Kepala Dinas Sumber Daya Air | Ir. Ign. Yulianto, MT
Anggaran Kab. Bantul NIP. 480026191
3. Pejabat  Pelaksana | Kasi Rehabilitasi dan | Eka Budisantoso, ST, MT
! Teknis Kegiatan | Pengembagan  Sarana  Irigasi | NIP. 010261948
I'selaku Pejabat | Dinas Sumber Daya Air Kab.
Pembuat Komitmen | Bantul
I I -
4 Pejabat Penerbit . Staf Dinas Sumber Daya Air Kab. | Benyamin Rukiyanti P, MT
SPM i Bantul i NIP. 490027480
i |
5. | Bendahara Staf Dinas Sumber Daya Air Kab. | Suhadi

Pengeluaran

Bantul NIP. 450027480

"IDHAM SAMAWI ,f





